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Abstract 

The role of the Regional Government in the era of regional autonomy is very 

large, where the regional government is given the broadest authority to 

manage its own government, including the development of the regional 

economy based on the wealth of the potential of the region. To carry out this 

task, the government must play an active role in the economic development of 

its region, many obstacles faced by the regional government in its economic 

development, namely the inequality of industrial sector development, uneven 

investment, low levels of mobility of production factors, differences in natural 

resources, demographic differences and less smooth trade between regions. 

These problems have an impact on regional economic development, but these 

problems can also be overcome with strategies implemented by the regional 

government, or implementing strategies put forward by experts including 

according to Arsyad (2000) physical development strategies, business 

development strategies, business development strategies, community 

development strategies, these strategies at least help or are a reference for the 

regional government in overcoming problems that exist in the economic 

problems of its region so that economic development can run well, economic 

growth increases and per capita income of the community also increases. 
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Abstrak 

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan 

kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi 

daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus 

berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah 

daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya 

investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan 

demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut 

menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah,akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut 

juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang 

dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut pendapat Arsyad (2000) strategi pengembangan fisik, 

strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan 

masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah 

dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga 

pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan 

perkapita masyarakat juga meningkat. 

Kata Kunci : Pemerintah, Strategi, Pembangunan Ekonomi 
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PENDAHULUAN 

Definisi dari pembangunan dalam literatur-literatur ekonomi yaitu sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan 

produktivitas sumber daya. 

Kalau kita bicarakan pembangunan semata-mata, tentu saja harus dalam kontek yang luas, 

karena pembangunan harus mencakup segala segi dalam kehidupan manusia, dengan demikian 

penulis mengkhususkan pada pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan judul yang penulis buat 

di atas. Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, maka tidak akan lepas dari tujuan dari 

pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri 

setidak-tidaknya sejak abad ke 18. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan diawali apabila 

perekonomian mampu melakukan pembagian kerja, pembagian kerja akan meningkatkan 

produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggaris 

bawahi pentingnya skala ekonomi, dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang 

pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Banyak teori-teori ekonomi dengan melalui pendekatan-pendekatan yang dikemukakan 

oleh para ahli ekonomi, seperti Adam Smith pemikir klasik dengan „invisiblehand’ nya, Karl Marx 

dengan „ekonomi terpimpinnya, David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya, Keynes dengan 

kebebasan dan pengaturan pemerintah-nya, pertumbuhan ekonomi yang seimbang akan dengan 

suntikan nilai-nilai maju yakni yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa 

membuat negara berkembang menjadi maju. Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 

Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran pemerintah 

daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam 

hal pembangunan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah memberikan 

kewenangan, keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi 

berdasarkan potensi daerahnya, namun sejak diberlakukan otonomi daerah sampai sekarang, masih 

banyak daerah-daerah yang pembangunan ekonominya tidak meningkat padahal kalau dilihat 

potensi daerahnya memungkinkan daerah tersebut ekonominya meningkat. 

Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan 

masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang 

bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan 

kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang 

pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-

persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa 

pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur 

oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak 

pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga 

fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan 

(development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan 

membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah 

mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan 

kemakmuran dalam masyarakat. 

Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dari 

para pemangku kepentingan dipastikan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang 
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mungkin muncul dalam ketimpangan alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah. 

Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin urgen dan sejalan dengan 

keragaman sosial dan ekologi pada suatu wilayah. 

Penerapan pembangunan ekonomi daerah biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi 

daerah tersebut, kebijakan daerah tertentu akan berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya 

karena setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta 

sumber-sumber yang lainnya, keputusan politik dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah 

dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan secara tidak 

langsung yang dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah 

menjadi prioritas pembangunan nasional contohnya yaitu pendidikan, kesehatan, dll. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu: Penelitian kualitatif 

(Qualitative Research) suatu penelitian ini digunakan untuk menguraikan atau mendeskripsikan dan 

menganalisis masalah-masalah yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian, dimana peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pengamatan, telah terjadi maupun belum terjadi di lokasi 

penelitian tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), bahwa dalam metode ini peneliti 

mengunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu: (a). Wawancara, (b). Observasi dan 

(c). Dokumentasi dari ketiga data ini membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data 

dilapangan dan peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan penelitian.  

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai metode, dalam 

memakai teknik pengumpulan data analisis triangulasi yang dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh. Analisis data peneliti menggunakan Model Analisis Model Spradley yaitu: 1). 

Analisis domain 2). Analisis taksonomi, 3). Analisis Komponensial dan 4). Analisis tema/Budaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Dalam undang-undang otonomi daerah, dalam ketentuan umum yang dimaksud 

pemerintah ada dua pengertian. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau disebut pemerintah 

adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 

1945.  

Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. 

Adapun penyelenggara pemerintah yaitu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden 

serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, 

bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi, 

daerah mempunyai tiga pengertian. 
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a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai 

pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain 

dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya dan lain-lain. Daerah dalam 

pengertian seperti ini disebut daerah homogen. 

b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi, ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa 

pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal. 

c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi, ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu 

seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan lain-lain. Daerah dalam pengertian ini 

dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi. 

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan 

pendapatannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatannya, pendidikannya dan lain-

lain termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan dimana dia hidup. 

Menurut Sedarmayanti (2013: 2) Globalisasi dan revolusi telah membuat desentralisasi 

bukan hanya sebuah kebutuhan politik semata tetapi juga kebutuhan ekonomi. Investor tidak lagi 

cukup hanya melihat potensi investasi di suatu negara, tetapi bagaimana dan daerah mana yang 

menawarkan kemungkinan-kemungkinan paling menguntungkan, ada faktor-faktor lain selain 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah dan ketersediaan infrastruktur, juga 

karakteristik pemerintah daerah, sikap masyarakat lokal terhadap investasi dari luar. Daerah juga 

dapat peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif maupun kompetitif yang 

dimiliki untuk memasuki pasar global. Globalisasi disamping sebagai ancaman terhadap 

kedaulatan negara dan budaya bangsa, juga membuka peluang dan kesempatan bagi yang mampu 

memanfaatkan peluang. 

2. Pengertian Pembangunan 

Ada dua pengertian mengenai pembangunan, yang pertama yaitu pembangunan fisik dan 

yang kedua adalah pembangunan non fisik. Tujuan dari kedua pembangunan tersebut adalah 

membangun seluruh masyarakat atau bangsa demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat.  

Menurut Afifuddin (2012: 42-47) pembangunan mempunyai beberapa pengertian yang 

didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian tersebut ialah: 

a. Pembangunan adalah perubahan 

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan 

keseluruhan segi kehidupanbernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik 

dalam arti peningkatan taraf hidup saja akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang 

lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi 

kehidupan yang lainnya. 

b. Pembangunan adalah pertumbuhan 

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang 

secara kuantitatif maupun secara kualitatif, cakupannyapun adalah seluruh segi kehidupan, 

sebagai wujud implementasinya tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha 

pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat 

penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa 

suatu organisme, karena suatu negara dipandang suatu organisme. 
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c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan 

Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang 

diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara 

kebetulan, berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dari 

berbagai dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Suatu 

kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu 

terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak 

terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. 

d. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi 

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apapun tujuannya, apapun 

kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil, sehingga dalam 

usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan perencanaan, penelitian yang amat kausal menunjukkan bahwa dalam 

semua literatur tentang administrasi maupun manajemen, pasti akan terlihat adanya 

kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan 

dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi dan perencanaan merupakan fungsi organik 

manajemen yang pertama dan diikuti oleh fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. 

Kalau kita lihat fungsi perencanaan dalam manajemen, ada beberapa pemikiran yang 

dituangkan dalam definisi tersebut. 

1) Perencanaan atau rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi 

pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan: 2012) 

2) Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu 

jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai 

(G. R. Terry, dalam Ticoalu G. A. 2013: 43-44) 

3) Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. 

(Hani Handoko, 2003: 78) 

4) Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan 

dilakukan?, bilamana akan dilakukan?, dan siapa yang akan melakukan?. (Afifuddin, 2012: 

87) 

Sesuai dengan pendapat Afifuddin,( 2012: 95), beberapa fungsi dalam perencanaan 

meliputi: 

a. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana merupakan alat 

efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk 

mencapai tujuan; 

b. Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal yang prospek 

pada perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian 

yang akan dihadapi; 

c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang 

diduga merupakan cara terbaik, setelah melalui pengkajian mendalam, dapat memberi 

petunjuk tentang cita-cita setiap alternatif yang ada, baik sifatnya positif mauun negatif; 

d. Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara 

semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga; 

e. Dengan rencana, dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang antara lain berfungsi 

sebagai tolak ukur keberhasilan usaha; 
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f. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara 

sistematik; 

g. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang 

diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat; 

h. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan juga penilaian; 

i. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana; 

j. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat 

disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya; 

Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan bangsa 

Pada umumnya komponen-komponen dari cita-cita akhir negara-negara modern baik 

yang sudah maju maupun yang sedang berkembang adalah hal-hal yang pada hakekatnya bersifat 

relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolut yang setelah tercapai tidak 

mungkin ditingkatkan lagi seperti: 

a. Keadilan sosial 

b. Kemakmuran yang merata 

c. Perlakuan sama dimata hukum 

d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual 

e. Kebahagiaan untuk semua 

f. Ketentraman dan 

g. Keamanan. 

Semuanya dapat disimpulkan kebahagiaan lahir dan batin, ideologi apapun yang dianut 

oleh suatu negara atau bangsa, struktur politik apapun yang terdapat dalam masyarakat, sistem 

perekonomian yang bagaimanapun yang berlaku dan tata sosial budaya yang bagaimanapun 

yang menjiwai kehidupan masyarakat, kebahagiaan lahir batinlah yang akan dicapai. 

Dalam hubungannya dengan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi, hal 

tersebut juga merupakan definisi yang harus dijabarkan untuk dapat merealisasikan tujuan dari 

pembangunan itu sendiri yaitu masyarakat yang makmur dan sejahtera. 

Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan 

masyarakat bisa meningkat bila ada peluang kerja yang dapat menampung kegiatan masyarakat 

terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat baik dalam meningkatkan jumlah kegiatan 

maupun meningkatkan jenis peluang kerja tersebut. Hal tersebut perlunya perencanaan 

pembangunan terutama pada daerah-daerah tertinggal.  

Perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah dimungkinkan untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi daerahnya terutama difokuskan pada pembangunan ekonomi daerah 

tertinggal dan daerah perbatasan yang tersebar luas diseluruh pelosok Indonesia yang jauh 

tersentuh oleh pembangunan ekonomi pada masa era sentralisasi. Hal ini harus menjadi prioritas 

pembangunan pemerintah yang tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan pembangunan daerah 

yang tertinggal dengan daerah-daerah yang telah berkembang lebih maju. 

Pada dasarnya teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pertumbuhan 

ekonomi membahas tentang cara dalam menganalisis peluang-peluang perekonomian suatu 

daerah dan teori-teori mana yang dapat dipakai dalam mengelola faktor-faktor produksi yang 

tersedia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa teori 

untuk dapat menumbuhkan dan membangun ekonomi daerah yaitu: 
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1) Teori Ekonomi Neo Klasik 

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu 

keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian ini 

akan mencapai titik keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. 

Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang 

berupah rendah. 

2) Teori Basis Ekonomi 

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. 

Kelemahan model ekonomi ini bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan 

internal, dan pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 

kekuatan-kekuatan pasar nasional maupun global. 

3) Teori Lokasi 

Teori ini menitik beratkan pada lokasi atau tempat, dimana pengembangan lokasi atau 

tempat tersebut digunakan untuk pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung 

untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memilih tempat kegiatannya serta 

memaksimalkan peluang-peluang untuk mendekati pasar sasaran hasil produksinya. 

Kelemahan teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi sudah begitu 

jauh berkembang dan telah mengubah peran lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan 

distribusi barang. 

4) Teori Tempat Sentral 

Teori tempat sentral ini didukung oleh sejumlah tempat yang menyediakan sumber 

daya sepeti bahan baku dan tenaga kerja yang merupakan suatu wilayah pemukiman penyedia 

jasa-jasa bagi penduduk daerah disekitarnya. 

5) Model Daya Tarik 

Teori model daya tarik ini adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak 

digunakan. Teori otonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat 

memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian insentif dan subsidi. 

Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih menitikberatkan untuk 

memperlancar proses pembangunan. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi 

diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan 

kebijakan maupun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut secara efektif dan efisien dan 

mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat serta mampu merumuskan kebijakan-

kebijakan yang menuju kearah kemajuan. Dengan demikian, wajarlah apabila para pemangku 

kebijakan diberi wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan pertimbangan 

rasional dan pengalaman yang dimilikinya supaya pemerintah dapat berjalan dan program-

program pembangunan yang sering kali membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dapat 

terlaksana dengan baik. 

Pada era sentralistik kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dianggap rasional, tentu 

saja bersifat global mengenai kebutuhan dasar yaitu pemenuhan hajat hidup orang banyak 

terutama makanan yang sampai saat sekarang ini masih menjadi masalah yang sangat krusial dan 

terkadang mendatangkan konflik antara pengambil kebijakan yang satu dengan yang lain. 

Pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan tentu saja 
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mendapat insentif berupa bantuan baik berupa uang ataupun barang belum bisa sepenuhnya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kalaupun dipaksakan maka hasilnya tidak efektif, hal 

tersebut dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. 

Perbedaan-perbedaan tiap daerah tersebut menjadi permasalahan dalam membangun 

perekonomian daerah, menurut Subandi (2005: 117) yaitu: 

a. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri 

b. Kurang Meratanya Investasi 

c. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah 

d. Perbedaan Sumber Daya Alam 

e. Perbedaan Demografis 

f. Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah 

 

3. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 

Secara umum pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi 

penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta 

mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi 

akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha baik secara individu maupun 

kelompok. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. 

Lincolin Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan 

ekonomi daerah, dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok yaitu: 

a. Strategi Pengembangan Fisik 

Melalui pembangunan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang 

ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah 

akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah, secara khusus tujuan 

strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas masyarakat, dan 

memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk 

mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu: 

1) Pembuatan bank tanah 

2) Pengendalian perencanaan dan pembangunan 

3) Penataan kota 

4) Pengaturan tata ruang 

5) Penyediaan perumahan dan pemukiman 

6) Menyediakan infrastruktur 

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha 

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan 

ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia 

usaha adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan dunia usaha tersebut, diperlukan alat-alat 

pendukung antara lain yaitu: 

1) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan 

yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang bersamaan mencegah 

penurunan kualitas lingkungan. 
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2) Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha 

untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan 

dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah. 

3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya 

sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan 

kewirausahaan. 

4) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis 

dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor serta sikap 

kooperatif sesama pelaku bisnis. 

5) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga ini diperlukan 

untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru dan 

pencarian pasar baru. 

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting 

dalam proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa 

dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu 

keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu: 

1) Pelatihan dengan system costomized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang 

secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. 

2) Pembuatan bank keahlian sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan 

latar belakang orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendukung bagi perkembangan 

lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah. 

d. Strategi Pengembangan Masyarakat 

Strategi pengembangan masyarakat ini ditujukan untuk memberdayakan kelompok 

masyarakat tertentu pada suatu daerah. kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di indonesia 

belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan 

manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

menciptakan manfaat sosial seperti halnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. 

 

4. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perekonomian Daerah 

Pada era globalitas saat ini, pemerintah harus memegang peranan penting dalam 

memajukan perekonomiannya, segala cara harus dilakukan untuk menciptakan ide-ide atau 

inovasi-inovasi baru dan tidak lagi hanya sebagai penonton pasif yang hanya menunggu 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang diserahkan begitu saja pada mekanisme 

kekuatan-kekuatan ekonomi di luar pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuatan yang besar 

dalam memajukan perekonomian disamping masih ada kekuatan lain yaitu perusahaan swasta 

yang mana perusahaan swasta tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi saat ini. 

Kegiatan-kegiatan yang pertama-tama harus dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan 

pada bidang-bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain, selain kewajiban pemerintah/negara yang tertuang dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, juga pihak lain/swasta tidak akan mau mengorbankan investasi 
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untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut karena resiko kerugian sangat besar, kita tahu bahwa 

perusahaan-perusahaan swasta bertujuan untuk meraih keuntungan pada saat sekarang juga hari-

hari berikutnya. 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan (direalisasikan) oleh pemerintah 

tersebut di atas, maka akan memunculkan kegairahan pelaku-pelaku ekonomi untuk lebih giat 

merencanakan usaha-usaha yang memungkinkan dapat dijalankan bagi kegiatan mereka. Dengan 

demikian akan muncul usaha-usaha yang dibutuhkan masyarakat dalam istilah ekonomi akan 

muncul penawaran yang diakibatkan oleh adanya permintaan atau sebaliknya, dan tugas 

pemerintah berikutnya yaitu peraturan/kebijakan dan pengawasan dalam rangka mencapai 

keseimbangan pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai 

pelaku maupun sebagai fasilitator. Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik, 

pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan: 

a. Melakukan investasi 

b. Menarik investasi 

c. Mendorong perkembangan teknologi 

d. Menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja. 

(Hamid & Ato, dalam Akadun, 2000 : 1) Secara historis telah berkembang perbedaan 

pemikiran antara dua kutub yang menyatakan perlu atau tidaknya peran pemerintah, yang 

sebenarnya perbedaan tersebut hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran tersebut (bisa 

dilihat dari mata kuliah sistem ekonomi mengenai hal ini). 

Adam Smith yang dipandang sebagai pendukung sistem pasar pada dasarnya juga 

memberikan peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara tetapi terbatas. Dengan 

demikian pemerintah tetap memegang peranan penting dalam mengatur perekonomian suatu 

suatu negara, dikarenakan pengaturan kebijakan berada pada tangan pemerintah. 

Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila pemerintah berperan aktif dalam pembangunan 

ekonomi sehingga terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan 

atau pendapatan nasional. 

Pembangunan ekonomi nasional haruslah menuju kearah pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, dengan demikian pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat di perkotaan / di 

pusat saja, akan tetapi lambat laun pembangunan tersebut akan memperluas tujuan pembangunan 

sampai ke daerah-daerah (kabupaten atau kota) yang secara kenyataan bahwa pertumbuhan 

pembangunan ekonomi daerah sangatlah tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan 

pembangunan di wilayah perkotaan/pusat. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mulai pembangunan 

ekonomi yang berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki, sumber daya 

diperlukan sebagai faktor produksi yang penting yaitu tenaga kerja/sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan modal, karena menurut teori-teori ekonomi faktor-faktor produksi 

tersebut sangat ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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Lincolin arsyad (Subandi 2007 : 119-120) berpendapat bahwa ada 4 (empat) peran yang 

dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu 

sebagai entepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan 

inovatif dalam pembangunan di daerah. 

1) Entrepreneur 

     Peran pemerintah daerah sebagai entepreneur, adalah merupakan tanggung jawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat 

pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola asetaset 

pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan 

keuntungan bagi pemerintah daerah. 

2) Koornidator 

     Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan 

ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan 

strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. 

Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat 

untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan 

kondisi perekonomian di daerah. 

Dalam kaidah ekonomi yang sudah umum, sumber daya yang dimiliki relatif terbatas jika 

dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang akan ingin dicapai oleh manusia, dengan 

demikian bagaimana caranya agar penggunaan sumber daya ekonomi dilaksanakan dengan cara 

yang sebaik-baiknya. Disamping itu alokasi penggunaan sumber daya harus memiliki 

keterkaitan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal 

tersebut, ada beberapa pertanyaan yang mesti diperhatikan (Munawir et al. 2014 : 19) yaitu: 

a. Kemana sumber daya dialokasikan? 

Sumber daya yang tersedia perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dan bersipat mendasar. Jangan sampai 

sumber daya dialokasikan untuk menghasilkan barang-barang mewah guna memenuhi 

kebutuhan segelintir orang, sementara itu disekitarnya banyak orang kelaparan, serba 

kekurangan dan hidup di bawah jembatan. 

b. Bagaimana hasil produksi tersebut didistribusikan? 

Produk didistribusikan kepada mereka yang terlibat sesuai dengan kontribusi 

masing-masing, tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang tidak terlibat secara langsung 

karena memang tidak bisa aktif (orang cacat, yatim piatu) tetap mendapat bagian melalui 

mekanisme redistribusi antar pelaku ekonomi. 

c. Dimana dan bagaimana menghasilkannya? 

Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya memiliki implikasi penting terhadap 

distribusi kesejahteraan. Distribusi kesejahteraan ini sangat vital dalam ekonomi, lebih-lebih 

bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tingkat keragaman tinggi, baik 

dalam hal kesejahteraan maupun potensi ekonominya tiap daerah. Di masa depan, aktivitas 

dan kesejahteraan ekonomi harus lebih merata dan menyebar ke seluruh wilayah nusantara. 

Terlebih lagi dari cakupan wilayah yang lebih kecil yaitu daerah. 
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d. Apa saja sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pendistribusiannya? 

Indonesia harus memiliki catatan tentang sumber daya yang dimiliki. Indonesia 

memiliki wilayah luas dan sumber daya alam yang melimpah, dimana kekayaan sumber 

daya yang dimiliki tiap-tiap daerah yang berbeda-beda namun belum terdokumentasi dengan 

baik. Padahal masalah ini merupakan soal yang sangat penting karena menyangkut kekayaan 

yang dimiliki. Disamping itu, aturan kepemilikan sumber daya harus jelas dan adil, karena 

kejelasan dan keadilan dalam memiliki, implikasinya penting terhadap kesejahteraan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dapat juga melibatkan 

lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran-

sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi pelaksanaannya. Pendekatan ini sangat 

potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, serta 

untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal. 

1) Fasiliator 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat 

pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di 

daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur 

perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zioning) yang lebih baik. 

Peran fasilitator tidak saja hanya penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi 

pemerintah daerah harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan 

bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya juga mencegah kelestarian 

lingkungan alam sekitarnya. Karena kalau tidak demikian, maka investor akan seenaknya 

mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 

2) Simulator 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan 

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia 

usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah 

ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan 

pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-

produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, membantu UMKM dan 

koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya. 

 

KESIMPULAN 

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan aktivitas yang tadinya tidak ada menjadi ada, 

atau yang tadinya ada menjadi bertambah besar, bertambah luas, bertambah maju dalam konteks 

kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut bukan saja merupakan keuntungan bagi 

pemerintah daerah, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat luas dalam meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Di era globalisasi sekarang ini, pembangunan perekonomian harus melibatkan semua pihak, 

terutama peran pemerintah yang harus lebih dominan dikarenakan pemerintah mempunyai aturan-

aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap tumbuh dan berkembang perekonomian suatu 

daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah berkembang yang pada akhirnya tingkat 

pendapatan penduduk meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan 

masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut. 
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Tujuan dari Undang-undang otonomi daerah adalah untuk memberi kaluasaan pada 

pemerintah daerah yaitu bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah 

berdasarkan pada potensi daerah masing-masing yang pada gilirannya juga ikut serta membangun 

pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional. 

Dari uraian di atas, dimana pemerintah harus menjadi pelaku ekonomi secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan beberapa strategi pengembangan yang dapat 

dilakukan untuk pembangunan dunia usaha, sehingga pemerintah dalam pembangunan ekonomi 

daerahnya mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pesan-pesan yang terkait 

dengan otonomi daerah. 

Banyak dari pemerintah daerah yang sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi 

daerah pertumbuhan dan pembangunan ekonominya tidak pernah berubah, memang dalam 

pembangunan ekonomi suatu daerah bukan perkara yang gampang segampang membalikan telapak 

tangan, akan tetapi apabila pemerintahnya mempunyai keinginan yang kuat untuk perubahan dalam 

tatanan ekonomi yang lebih baik dan maju, hal tersebut bukan hal yang mustahil karena ada juga 

daerah-daerah yang perekonomiannya lebih maju setelah diberlakukannya undang-undang otonomi 

daerah. Dengan demikian, kemajuan pembangunan ekonomi daerah tergantung dari niat dan 

keinginan yang kuat dari pengambil kebijakan pemerintah. 
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